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CINDE SEMARA DAHAYU. 2019. E0015090. TINJAUAN YURIDIS TENTANG 
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN (STUDI KASUS DI BROWNIES 
CINTA CABANG SRAGEN). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian 
kerjasama kemitraan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang 
Kemitraan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha Mikro, 
Kecil, Menengah dan mengetahui permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta Cabang Sragen beserta penyelesaiannya. 
Obyek penelitian kerjasama kemitraan dilakukan di Brownies Cinta Cabang Sragen. 
 Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder, untuk 
kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap 
masyarakat. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama 
kemitraan yang dilakukan oleh Brownies Cinta Cabang Sragen tidak memenuhi satu 
ketentuan dari isi perjanjian kemitraan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, isi perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta 
Cabang Sragen hanya memuat kriteria kegiatan usaha, jangka waktu kontrak, dan 
penyelesaian perselisihan.  
Dalam perjanjian tidak adanya ketentuan mengenai bentuk pengembangan. Serta 
muncul kelemahan dalam isi surat perjanjian kerjasama kemitraan yaitu surat perjanjian 
kerjasama Brownies Cinta Cabang Sragen belum dalam bentuk akta otentik. 
Penyelesaian masalah tersebut dengan pihak pemilik Brownies Cinta dapat mengubah 
bentuk surat perjanjian kerjasama yang awalnya akta dibawah tangan menjadi akta 
otentik yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang misalnya Notaris, agar keabsahan 
akta perjanjian kerjasama dapat terjamin dan mengantisipasi apabila ada pihak yang 
mengingkari isi dari perjanjian tersebut.  
 












CINDE SEMARA DAHAYU. 2019. E0015090. JURIDICAL REVIEW OF THE OF 
PARTNERSHIP COOPERATION AGREEMENT (CASE STUDY IN BROWNIES 
CINTA BRANCH SRAGEN). Faculty of Law Sebelas Maret University. 
The purpose of research to find out the conformity of the implementation of 
partnership cooperation agreement to the Government Regulation  Number 44 of 1997 
concerning Partnership juncto Government Regulation Number 17 of 2013 concerning 
Micro Small Medium-sized Enterprises and to find out the problems in the 
implementation of partnership cooperation agreement in Brownies Cinta branch in 
Sragen along with its setllement. The research object of partnership cooperation was 
carried out in Brownies Cinta branch in Sragen. 
 The legal writing in the current research employed empirical legal research 
approach which was initially done by researching secondary data and subsequently 
researching the primary data in the field or in the society. The research result shows that 
the implementation of partnership cooperation agreement run by Brownies Cinta branch 
in Sragen has not met one of the requirements contained in the partnership agreement 
determined in the Government Regulation Number 17 of 2013. The partnership 
cooperation agreement of Brownies Cinta branch in Sragen only contains the business 
critera, contract period, and the settlement of disputes.  
The agreement has no provision regarding the form of development. As well as 
weaknesses appear in the content agreement of partnership cooperation agreement is the 
cooperation agreement letter of Brownies Cinta branch in Sragen that is not yet the form 
of authentic deed. Regarding the problems settlement, the owner of Brownies Cinta can 
change the form of cooperation agreement from the under-hand deed to the authentic one 
made by the authorized officials such as notary. It aims to guarantee the validity of 
cooperation agreement deed and to anticipate certain parties to deny the agreement. 
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A. Latar Belakang  Masalah 
Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini tergolong sangat pesat, hal 
tersebut dilihat banyaknya jenis-jenis usaha yang mulai berkembang usaha di bidang 
kuliner, retail pakaian, jasa pelayanan, dan lain lain. Terlebih di era kecanggihan 
informasi dan teknologi sekarang ini, apapun bisa diperjual-belikan dengan cepat dan 
mudah sehingga menuntut para pelaku usaha untuk bertahan dan bersaing dalam 
33mengembangkan usahanya di dunia bisnis. Dalam perkembangannya, baik dalam 
pengembangan sumber daya manusia maupun pengembangan kelembagaan/usaha, 
kemitraan merupakan salah satu strategi yang biasa ditempuh dan dipilih. Kemitraan 
dalam lingkungan masyarakat di Indonesia, merupakan suatu hal yang tidak asing untuk 
diterapkan, karena bangsa ini sudah mengenal kemitraan sejak lama meskipun dalam 
skala yang sederhana seperti gotong royong, partisipasi, mitra lingkungan dan masih 
banyak lagi yang sering kita jumpai.  
Kemitraan tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi 
kemitraan memiliki pola dan memiliki nilai strategis dalam mewujudkan suatu 
keberhasilan suatu lembaga/usaha dalam menerapkan manajemen modern (Mustofa 
Kamil, 2006: 2). Kemitraan sebagai suatu jalinan kerjasama dalam keterkaitan usaha, 
baik langsung maupun tidak langsung, yang melibatkan usaha mikro, usaha kecil, usaha 
menengah dan usaha besar tersebut disertai pembinaan dan pengembangan yang 
dilaksanakan atas dasar prinsip saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat dan 
saling menguntungkan. Prinsip ini sangat diperlukan melihat cakupan dari kemitraan ini 
sendiri juga luas berupa proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, 
pemasaran, permodalan, sumber daya manusia dan teknologi. Kemitraan usaha juga 
merupakan satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana 
keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling percaya antara para 
pihak yang bermitra melalui perwujudan sinergi kemitraan dengan diwujudkannya 
prinsip-prinsip tersebut dan menjunjung etika bisnis yang sehat. Para pihak dalam 
melaksanakan kemitraan mempunyai kedudukan hukum yang setara. Setara dalam artian 
para pihak yang mengikat perjanjian kemitraan memiliki kedudukan hukum yang sama 





Di Indonesia kemitraan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 
1997 Tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang 
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di dalam peraturan tersebut telah mengatur hal-hal 
mengenai kemitraan tentang tujuan kemitraan, pola kemitraan, hak dan kewajiban pihak-
pihak yang melakukan perjanjian kerjasama kemitraan, dan mekanisme perjanjian 
kemitraan. Dengan adanya peraturan yang mengaturnya pihak usaha bisa menjadikan 
dasar dalam melakukan kerjasama kemitraan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang 
merugikan pelaku usaha yang lain.  
Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi antara kedua belah pihak atau lebih yang 
mana para pihak tersebut telah menyepakati ketentuan yang sudah dibuat dalam hal 
kerjasama kemitraan untuk melakukan sesuatu. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 
tersebut tidak mengharuskan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis (Santonius 
Tambunan, 2016: 182). Lalu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
yang menjelaskan mengenai syarat sahnya suatu pejanjian yang mana syarat sahnya suatu 
perjanjian terdiri dari syarat subyektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat obyektif 
(suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Jika syarat subyektif tidak dipenuhi, maka 
perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka 
perjanjian batal demi hukum yaitu secara hukum sejak awal dianggap tidak pernah ada 
perjanjian.  
Persoalan yang terjadi di dalam isi perjanjian kerjasama kemitraan Brownies 
Cinta, suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam 
bentuk tertulis (paper based) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. 
Dalam perjanjian kerjasama kemitraan masih ada yang tidak menggunakan perjanjian 
kerjasama secara tertulis. Dalam hal tersebut kerjasama kemitraan masih tetap bisa 
berjalan, tetapi apabila ditengah jalan menuai permasalahan antara pihak satu dengan 
pihak lain dalam kemitraan, dan apabila terjadi pemutusan kerjasama secara sepihak, 
maka tidak ada dasar yang dapat dipertanggungjawaban. Dalam perjanjian kemitraan 
yang dibuat oleh pihak Brownies Cinta tidak adanya penguatan hukum dalam akta 
notaris, serta dalam isi perjanjian tidak ada penjelasan pola bentuk kemitraan yang di 
jalankan, tidak adanya penambahan addendum kontrak yang berisi hal-hal yang belum 





pengembangan kemitraan tersebut, dan ketentuan mengenai perpanjangan kontrak yang 
tidak dijelaskan secara jelas di dalam surat perjanjian tersebut. 
Permasalahan tersebut merupakan contoh kasus yang menjadi kelemahan dalam 
perjanjian kerjasama kemitraan di Brownies Cinta sebagai salah satu kerjasama 
kemitraan yang berada di kawasan Solo Raya, yang telah memiliki cabang kemitraan 
lebih dari 7 (tujuh) yang tersebar di Jawa Tengah dan tidak lepas dari permasalahan-
permasalahan tersebut. Yang dapat merugikan pihak kemitraan itu sendiri, penjual, 
pembeli, serta pihak usaha mikro, kecil, menengah yang terkait dalam kemitraan. 
Berdasarkan uraian tersebut kemudian penulis tertarik untuk mengkaji secara 
lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul 
“TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN 
(STUDI KASUS DI BROWNIES CINTA CABANG SRAGEN)” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis 
merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain 
yaitu :  
1. Apakah perjanjian dalam kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen 
telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang 
Kemitraan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah   ? 
2. Apa saja kelemahan yang timbul dalam isi surat perjanjian kerjasama kemitraan 
di Brownies Cinta cabang Sragen beserta penyelesaiannya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Tujuan 
tersebut untuk mendapatkan data-data hukum guna menjawab permasalahan hukum yang 
dibahas dan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. 
Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum yang timbul (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 60). 
Tujuan yang akan dicapai penulis meliputi tujuan obyektif dan tujuan subyektif. 





adalah tujuan yang berasal dari penulis. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 
sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Mengetahui kesesuaian perjanjian kerjasama kemitraan dengan perundang-
undangan di Indonesia. 
b. Mengetahui permasalahan-permasalahan yang timbul dari isi surat 
perjanjian kerjasama kemitraan dan penyelesaiannya. 
2. Tujuan Subyektif 
a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis dalam bidang 
hukum perdata khususnya mengenai perjanjian kerjasama kemitraan. 
b. Memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 
bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis  
a. Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu 
pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada 
khususnya. 
b. Hasil penelitian ini dapat memperkaya bahan pengajaran, referensi, dan 
literatur serta sarana untuk memecahkan permasalahan yang terjadi 
khususnya mengenai perjanjian kerjasama kemitraan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Hasil penelitian ini dapat menjadi wadah bagi penulis untuk 
mengembangkan pola pikir dinamis, penalaran, dan meningkatkan 
kemampuan penulis dalam analisis permasalahan. 
b. Hasil penelitian ini dapat membantu, memberikan tambahan, dan 
pengetahuan bagi para pihak terkait dengan masalah yang sedang diteliti, 
serta para pihak yang meneliti permasalahan yang sama. 
 
E. Metode Penelitian 
 Metode penelitian dapat diartikan penelitian hukum sebagai suatu proses 
yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum 





suatu penelitian hukum diperlukan adanya metode penelitian untuk menunjang hasil 
penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Adapun metode penelitian yang 
penulis gunakan sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum 
ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal research yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Menurut Peter 
Mahmud Marzuki penulisan doktrinal (doctrinal research) adalah suatu 
proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 
doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang 
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang 
fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan 
sekunder sehingga penulisan hukum akan mampu menghasilkan 
argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskriptif dalam 
menyelesaikan masalah yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-
56). 
2. Sifat Penelitian  
 Penelitian ini bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Hal 
tersebut merujuk pada teori Peter Mahmud Marzuki, yaitu ilmu hukum 
mempunyai karakteristik sebagai preskriptif atau terapan. Sebagai ilmu 
yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-
nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-
norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar 
prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu aturan hukum (Peter 
Mahmud Marzuki, 2014: 41). 
3. Pemilihan Studi Kasus 
 Penulis mengambil pemilihan kasus di Brownies Cinta Cabang 
Sragen dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut : 
a. Brownies Cinta merupakan suatu bisnis kemitraan yang lahir sejak 
tahun 2010. 






c. Brownies Cinta menggunakan perjanjian kerjasama kemitraan 
sebagai pembukaan cabang. 
d. Brownies Cinta mempunyai volume transaksi jual beli yang cukup 
besar di setiap harinya. 
4. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah 
pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case 
approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan 
komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual 
(conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). 
 Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan 
undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang (statute 
approach) dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang 
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di hadapi. Pendekatan 
undang-undang akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk 
mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-
undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang 
dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 133). 
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 
 Sumber-sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
a. Bahan Hukum Primer 
 Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan 
putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 181). 
Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah : 
1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 
2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 
3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah; 





5) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah. 
b. Bahan Hukum Sekunder  
 Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud 
Marzuki, 2014: 181). Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah : 
1) Buku-buku teks hukum yang ditulis oleh para ahli hukum; 
2) Literatur-literatur yang terkait; 
3) Jurnal-jurnal hukum; 
4) Skripsi, Tesis, dan Disertasi Hukum; 
5) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lainnya yang dapat 
mendukung penelitian ini.  
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
 Teknik pengumpulan bahan hukum bertujuan untuk memperoleh 
bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
digunakan adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (library 
research) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum tertulis dengan 
menggunakan content analysis. Teknik studi dokumen ini berguna untuk 
mendapatkan landasan teori dengan mengkaji, perundang-undangan, arsip, 
dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 
(Peter Mahmud Marzuki, 2014: 237). 
7. Teknik Analisis Bahan Hukum  
 Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum 
dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Penggunaan pola 
berpikir deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan 
bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), 
sehingga dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau 
conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90). Dalam logika 
silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah 







F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan hukum bertujuan untuk memberikan gambaran secara 
menyeluruh dan mempermudah pemahaman terkait seluruh isi penulisan hukum. Penulis 
membagi sistematika penulisan hukum menjadi 4 (empat) bab yang dimaksudkan untuk 
mempermudah pemahaman hasil penulisan hukum ini. Sistematika dalam penulisan 
hukum ini adalah sebagai berikut : 
BAB I   : PENDAHULUAN 
   Pada bab ini penulis memberikan penjelasan gambaran 
awal yang   meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan hukum. 
BAB II   : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini diuraikan mengenai kerangka dari teori 
maupun kerangka pemikiran. Kerangka teori berisi mengenai 
tinjauan tentang perjanjian, dan tinjauan tentang perjanjian 
kerjasama kemitraan. Kerangka pemikiran berisi mengenai alur 
pemikiran penulis dalam penelitian ini agar dapat memberikan 
pemahaman terhadap isu hukum yang diteliti. 
 BAB III  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Pada bab ini berisi mengenai uraian sajian pembahasan dari 
hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah 
ditentukan yaitu mengenai kesesuaian perjanjian kerjasama 
kemitraan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia. Selain itu, penulis juga mengklarifikasi tentang masalah 
yang dihadapi dalam penyelenggaraan kerjasama kemitraan 
beserta cara penyelesaian masalah tersebut. 
BAB IV  : PENUTUP 
  Pada bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian hukum 
yang berisi beberapa simpulan dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan 
tersebut. 
       DAFTAR PUSTAKA 







A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 
a. Pengertian Perjanjian 
Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata overeenkomst yang berasal 
dari Belanda yang memiliki arti persetujuan atau perjanjian (Subekti, 2003: 338). 
Pada dasarnya perjanjian menimbulkan suatu perikatan yang mengikat antara pihak 
yang melakukan perjanjian. Pengertian perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1313 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai : 
“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan 
dirinya terhadap suatu orang atau lebih.”  
Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa 
perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. 
Berarti dari suatu perjanjian lahirnya suatu kewajiban antar satu pihak atau lebih dan 
perbuatan tersebut melahirkan perikatan pada pihak yang melakukan perjanjian 
tersebut (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2008: 92). 
Menurut Yahya Harahap, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum 
kekayaan harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak atau 
sesuatu untuk memperoleh prestasi atau sekaligus pada pihak lain untuk menunaikan 
kewajiban pada pihak lain untuk memperoleh suatu prestasi. 
Serta di dalam perjanjian memiliki maksud tertentu untuk mencapai prestasi 
antara pihak yang melakukan perjanjian. Unsur prestasi perjanjian yang dimaksud 
telah dijelaskan di dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu 
melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Dengan 
adanya unsur prestasi tersebut, diharapkan pihak yang melakukan perjanjian dapat 
mencapai prestasi yang diinginkan. 
b. Syarat Sahnya Perjanjian 
Syarat sahnya suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata. Ada 4 (empat) syarat yang perlu dipenuhi dalam 
perjanjian, yaitu (P.N.H. Simanjuntak, 2009: 175-178) : 





Yang dimaksud dalam hal ini adalah para pihak yang terlibat 
dalam perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok dari 
perjanjian tersebut (P.N.H. Simanjuntak, 2009; 176). Selanjutnya dalam 
Pasal 1321 menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan 
karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. 
Kesepakatan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu : 
(1) Offerte (penawaran) adalah pernyataan pihak yang 
menawarkan; dan  
(2) Acceptasi (penerimaan) adalah peryataan pihak yang 
menerima penawaran. 
2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
  Kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah mampu atau dapat 
melakukan perbuatan hukum sendiri. Pasal 1330 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk 
membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak 
cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap yang diatur dalam Pasal 
1330 yaitu (P.N.H. Simanjuntak, 2009: 177) : 
(1) Orang-orang yang belum dewasa; 
(2) Mereka yang dibawah pengampuan oranglain; 
(3) Orang-orang perempuan yang telah kawin. Tetapi, ketentuan ini 
telah dihapus dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pasal 31 dalam undang-
undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri 
adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum. 
3) Suatu pokok persoalan tertentu 
Suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah obyek perjanjian hal 
ini sesuai Pasal 1332 dan Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Obyek perjanjian yang dikategorikan dalam Pasal tersebut yaitu 
(P.N.H. Simanjuntak, 2009: 178) : 
(1) Pasal 1332 KUHPerdata : Obyek hanya barang-barang yang 






(2) Pasal 1333 KUHPerdata : Suatu perjanjian harus mempunyai 
sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan 
jenisnya. Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak 
tentu, asalkan barang tersebut dapat ditentukan atau dihitung. 
4) Suatu sebab yang halal 
Maksud dari hal tersebut adalah isi dari perjanjian tidak dilarang 
oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau 
ketertiban umum (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). 
Selain itu dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga 
menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat 
karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunya 
kekuatan hukum (P.N.H. Simanjuntak, 2009 : 178). 
Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif karena kedua 
syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum dan apabila syarat 
subyektif tidak terpenuhi akan mengakibatkan suatu perjanjian dapat 
dibatalkan, artinya perjanjian tersebut akan menjadi batal apabila ada yang 
memohonkan pembatalan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut 
syarat obyektif karena syarat tersebut harus dipenuhi oleh obyek 
perjanjian dan apabila syarat obyektif tidak terpenuhi mengakibatkan 
perjanjian batal demi hukum, artinya sejak semula tidak pernah ada 
perjanjian yang dilakukan. 
c. Unsur-Unsur Perjanjian 
Setiap perjanjian harus memenuhi 3 (tiga) macam unsur yaitu (Kartini 
Muljadi dan Gunawan, 2003: 85-90) : 
1) Unsur Esensialia  
Unsur yang mutlak harus ada. Unsur esensialia dalam perjanjian 
mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib 
dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari 
perjanjian tersebut, yang membedakan secara prinsip dari jenis perjanjian 
lainya.Unsur essensialia ini pada umumnya dipergunakan dalam 
memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian 
(Kartini Muljadi dan Gunawan, 2003: 85).  





Unsur naturalia ini adalah unsur yang lazimnya melekat pada 
perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam 
suatu perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada 
dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat 
pada perjanjian. 
Unsur naturalia unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian 
tertentu, setelah unsur essesialianya diketahui secara pasti misalnya 
dalam perjanjian yang mengandung unsur essensialia jual-beli, pasti 
terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk 
menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi 
(Kartini Muljadi dan Gunawan, 2003: 88-89). 
3) Unsur Aksidentalia  
Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu 
perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur 
secara menyimpang oleh para pihak, yang merupakan persyaratan khusus 
yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian 
maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi 
yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak (Kartini Muljadi 
dan Gunawan, 2003: 89-90). 
d. Asas-asas Perjanjian 
Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas 
perjanjian ada 5 (lima), yaitu  (Salim H.S, 2003: 9-13) : 
1) Asas Konsensualisme 
Bahwa perjanjian terbentuk karena adanya pertemuan kehendak 
(consensus) dari para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian pada 
pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak 
secara formil tetapi cukup melalui konsesus belaka. 
Pada asas konsensualisme ini diatur dalam Pasal 1320 butir 1 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berarti bahwa pada asasnya 
perjanjian itu timbul atau sudah dianggap lahir sejak detik tercapainya 
kesepakatan (Salim H.S. 2003: 9). 





Asas kebebasan berkontrak adalah perjanjian para pihak menurut 
kehendak bebas membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikat diri 
dengan siapapun yang ia kehendaki, para pihak juga dapat dengan bebas 
menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan 
ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, baik ketertiban 
umum maupun kesusilaan. 
Asas kebebasan berkontrak juga diatur dalam Pasal 1337 dan 1338 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan asas kebebasan 
berkontrak, maka orang pada asasnya dapat membuat perjanjian dengan 
siapa saja, bebas menentukan isinya, bentuknya, asal tidak bertentangan 
dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Salim H.S, 
2003: 10) 
3) Asas Personalitas (Kepribadian) 
Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian 
kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 1317 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang janji untuk pihak ketiga 
(Salim H.S, 2003: 11) 
4) Asas Pacta Sun Servanda (Mengikatnya Suatu Perjanjian) 
Asas Pacta Sunt Servanda adalah suatu kontrak yang dibuat secara 
sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi 
kontrak tersebut, mengikat secara penuh suatu kontrak yang dibuat para 
pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat 
undang-undang (Salim H.S, 2003: 12). 
Pada asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat 
secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”. 
5) Asas Good Faith (Itikad Baik) 
Mengenai asas itikad baik dalam perjanjian ditegaskan dalam Pasal 
1338 ayat (3) dan Pasal 531  KUH Perdata yang menyebutkan bahwa 
“perjanjian itu harus dilakukan dengan itikad baik”. Perjanjian harus 





adalah suatu pengertian yang abstrak dan kalaupun akhirnya seseorang 
mengerti apa yang dimaksud dengan iktikad baik, orang masih sulit untuk 
merumuskannya (Salim H.S. 2003: 13) 
                        Itikad baik dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu  
a) Bersifat subyektif, artinya sikap kejujuran dan keterbukaan dalam 
melakukan perbuatan hukum. 
b) Bersifat obyektif, artinya dilakukan dengan mengindahkan norma-
norma kepatutan dan kesusilaan. 
e. Macam-macam Perjanjian 
Perjanjian dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu  (H. Setiono, 
2012: 72) : 
1) Perjanjian cuma-cuma atau dengan beban 
Pasal 1314 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
mengatakan bahwa perjanjian Cuma-Cuma adalah suatu perjanjian 
dimana pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang 
lain tanpa menerima suatu keuntungan yang lain tanpa menerima suatu 
manfaat bagi diri sendiri. Contohnya adalah pinjam meminjam tanpa 
bunga, pinjam pakai, dan penitipan barang tanpa biaya.  
Pasal 1314 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
mengatakan perjanjian dengan beban adalah suatu perjanjian yang 
mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat 
sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Contohnya adalah pinjam 
meminjam dengan bunga. 
2) Perjanjian sepihak dan timbal balik 
Perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana hanya terdapat 
kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya, adalah hibah. 
Sedangkan, perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan 
kewajiban dan hak kepada kedua belah pihak. Misalnya, jual beli dan 
sewa menyewa. 
3) Perjanjian konsensuil, formil, dan riil 
Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dianggap sah dengan 
adanya konsensus (kata sepakat) antara pihak yang melakukan 





Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata 
sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu yang telah ditentukan oleh 
undang-undang. Contoh, pembebanan jaminan fidusia. 
Perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain diperlukan kata 
sepakat, nemun juga mensyaratkan penyerahan obyek benda 
perjanjiannya. Contoh, perjanjian penitipan barang, dan perjanjian 
pinjam pakai. 
4) Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran 
Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur oleh 
undang-undang. Contohnya, perjanjian asuransi dan pengangkutan. 
Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara 
khusus oleh undang-undang. Contohnya, perjanjian leasing. 
Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai 
unsur dari berbagai perjanjian yang sulit diklarifikasikan. Contohnya, 
perjanjian pemondokan kost yang merupakan campuran dari perjanjian 
sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan. 
f. Subyek dan Obyek Perjanjian 
Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan menjadi 3 (tiga) 
golongan yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu  (Mariam Darus 
Badrulzaman, 1994: 22-23) : 
1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri 
2) Para ahli waris berdasarkan hak umum karena mereka itu memperoleh 
segala hal dari seseorang secara tidak terperinci; dan 
3) Pihak ketiga. 
Sedangkan obyek perjanjian dapat ditinjau dari obyek (prestasi), maka 
perjanjian terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu : 
a) Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang; 
b) Perjanjian untuk berbuat sesuatu; dan 
c) Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu. 
Obyek dari perjanjian tersebut harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 
mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian sesuai apa yang telah diperjanjikan. 





bahwa pihak tersebut wanprestasi. Dikecualikan apabila hal tersebut overmacht, 
yaitu tidak terpenuhinya prestasi karena sebab diluar kuasanya. 
g. Teori Terjadinya Perjanjian 
Menurut Herlien Budiono, terdapat 3 (tiga) teori terjadinya perjanjian, yaitu  
(Herlien Budiono, 2010: 76) : 
1) Teori Kehendak (Wils Theorie) 
Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya 
perjanjian adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan 
yang tidak terpisahkan antara kehendak dan peryataan. Oleh karena itu, 
suatu kehendak harus dinyatakan. Namun, apabila terdapat ketidak 
sesuaian  antara kehendak dan peryataan maka tidak terbentuk suatu 
perjanjian. Kelemahan dari teori ini adalah akan timbul kesulitan 
apabila terdapat ketidak sesuaian antara kehendak dan peryataan. 
Karena dalam kehidupan sehari-hari seseorang harus mempercayai apa 
yang dinyatakan oleh orang lain. 
2) Teori Peryataan (Verklarings Theorie) 
Menurut teori peryataan, pembentukan kehendak terjadi dalam 
ranah kejiwaan seseorang. Sehingga pihak lawan tidak mungkin 
mengetahui apa yang sebenarnya terdapat di dalam benak seseorang. 
Dengan demikian suatu kehendak yang tidak dapat dikenali oleh pihak 
lain tidak mungkin menjadi dasar dari terbentuknya suatu perjanjian. 
Nemun, teori ini juga memiliki kelemahan yaitu teori ini hanya 
berfokus pada peryataan dan tidak memperhatikan kehendak seseorang. 
Sehingga, terdapat potensi kerugian yang terjadi apabila tidak terdapat 
kesesuaian antara kehendak dan pernyataan. 
3) Teori Kepercayaan (Vertrouwens Theorie) 
Menurut teori ini, tidak semua peryataan melahirkan perjanjian. 
Suatu peryataan hanya akan melahirkan suatu perjanjian apabila 
peryataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam 
masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal dinyatakan memang 
benar dikehendaki. Atau dengan kata lain, hanya peryataan yang 
disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang 





suatu perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang 
muncul dari pihak lawan sebagai akibat dari peryataan yang 
diungkapkan. 
h. Akibat dari Perjanjian 
Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari 
suatu perjanjian adalah (Miru Ahmadi, 2011: 78-79) : 
1) Perjanjian mengikat para pihak  
 Pengertiannya perjanjian yang dibuat secara sah oleh para 
pihak akan mengikat para pihak yang membuatnya dan berlaku 
sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya 
2) Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena 
merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak dan alasan-alasan 
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu (Pasal 1338 
ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
 Maksudnya, perjanjian yang sudah dibuat tidak bias 
dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini 
sangat wajar, agar kepentingan pihak lain terlindungi sebab 
perjanjian itu dibuat atas kesepakatan kedua belah pihak, maka 
pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak. 
Selain itu, pembatalan secara sepihak hanya dimungkinkan jika ada 
alasan yang cukup oleh undang-undang. 
3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 
 Menurut Subekti, itikad baik berarti kejujuran atau bersih. 
Dengan kata lain, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh 
kejujuran.  
i. Hapusnya Suatu Perjanjian 
Menurut Setiawan hapusnya suatu perjanjian terjadi karena (R. Setiawan, 
1999: 7) : 
1) Para pihak menentukan perjanjian untuk jangka waktu tertentu, Misalnya 
penyewa dan yang menyewakan bersepakat untuk mengadakan 





2) Undang-Undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, 
misalnya perjanjian untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan 
ditentukan paling lama 5 tahun; 
3) Salah satu pihak meninggal dunia; 
4) Salah satu pihak atau kedua pihak menyatakan pemberhentian perjanjian, 
misalnya baik penyewa maupun yang menyewakan dalam sewa 
menyewa orang menyatakan untuk mengakhiri perjanjian sewanya; 
5) Karena putusan hakim, dalam hal ini hakimlah yang menentukan 
barakhirnya perjanjian antara para pihak; 
6) Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya perjanjian 
pemborongan; dan  
7) Persetujuan para pihak, dalam hal ini para pihak masing-masing setuju 
untuk saling menhentikan perjanjiannya. Misalnya  perjanjian pinjaman 
pakai berakhir karena pihak yang meminjam telah mengembalikan 
barangnya. 
 
2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama Kemitraan 
a. Pengertian Perjanjian Kerjasama  
Perjanjian kerjasama dapat dilihat di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dilihat dari bentuknya 
perjanjian itu dapat berupa suatu perikatan yang mengandung janji-janji atau 
kesanggupan yang diucapkan atau ditulis (Hasanudin Rahman, 2000: 4).  
Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian maka seseorang membuat suatu 
naskah perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain 
undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan, sedangkan perikatan adalah 
suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan 
kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain, sehingga dengan adanya 
perjanjian seseorang memiliki akibat hukum yang menciptakan suatu prestasi 
(janji) yang harus dilaksanakan (Subekti, 2005: 1). 
b. Pengertian Perjanjian Kerjasama Kemitraan 
Perjanjian kerjasama kemitraan diatur dalam Peraturan Pemerintah No 44 





Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan 
pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan 
memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling 
menguntungkan.  
Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung 
maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, 
memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah dengan Usaha Besar. 
Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah kerjasama 
dalam bidang usaha yang memiliki prinsip saling menguntungkan. Kedua peraturan 
tersebut mengandung prinsip yang sama yaitu saling mempercayai, memperkuat, 
dan menguntungkan.  
Pada perkembangan dunia bisnis yang terjadi di dunia modern saat ini, 
pengertian kemitraan di dalam peraturan pemerintah tersebut sudah tidak relevan 
lagi terdapat perubahan dalam subyek yang melakukan kemitraan. Menurut 
Muhammad Jafar Hafsah dalam bukunya dengan judul Kemitraan Usaha 
menjelaskan bahwa, kemitraan merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh 
dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan 
bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling 
menguntungkan (Muhammad Jafar Hafsah, 1999: 43). Para pihak tersebut 
dijelaskan yaitu adanya pihak penerima kemitraan dan pihak pemberi kemitraan. 
Dengan adanya pengertian tersebut maka saat ini banyak sekali bisnis kemitraan 
yang dilakukan oleh para pihak atau lebih, contohnya Brownies Cinta. 
Kerjasama merupakan kegiatan usaha atau usaha yang dilakukan antara 
usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar untuk lebih memberdayakan 
usaha kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan 
struktur perekonomian nasional. Pembinaan dan pengembangan merupakan usaha, 
tindakan, dan kegiatan yang dilakukan yang dilakukan secara berdaya guna dan 
berhasil guna oleh usaha menengah dan usaha besar terhadap usaha kecil sehingga 
usah kecil usaha kecil dapat berkembang.  
Pembinaan dan pengembangan itu dapat dilakukan dalam satu atau lebih 





H.S, 2006: 177). Perjanjian kerjasama merupakan kontrak atau perjanjian yang 
dibuat antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar, di mana usaha 
menengah dan atau besar berkewajiban memberikan program kemitraan, 
pembinaan dan pengembangan kepada usaha kecil, dan usaha kecil berhak untuk 
menerima program tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat. 
c. Kewajiban Pemberi Kemitraan 
Dalam hal ini yang dimaksud pemberi kemitraan adalah usaha besar dan 
usaha menengah kepada usaha kecil. Kewajiban pemberi kemitraan diatur dalam 
Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 44 tahun 1997 tentang Kemitraan, usaha besar 
dan usaha menengah yang melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil 
berkewajiban untuk : 
1) Memberikan informasi peluang kemitraan; 
2) Memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan 
pelaksanaan kemitraan; 
3) Menunjuk penanggungjawab kemitraan; 
4) Mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam 
perjanjian kemitraan; dan 
5) Melakukan pembinaan kepada mitra binaannya dalam satu atau lebih 
aspek : 
(1) Pemasaran, dengan : 
(a) Membantu akses pasar; 
(b) Memberikan bantuan informasi pasar; 
(c) Memberikan bantuan promosi; 
(d) Mengembangkan jaringan usaha; 
(e) Membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku 
konsumen; 
(f) Membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah 
kemasan. 
(2) Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan : 
(a) Pendidikan dan pelatihan; 
(b) Magang; 






(3) Permodalan, dengan : 
(a) Pemberian informasi sumber-sumber kredit; 
(b) Tata cara pengajuan penjaminan dari berbagai sumber 
lembaga penjaminan; 
(c) Mediator terhadap sumber-sumber pembiayaan; 
(d) Informasi dan tata cara penyertaan modal; 
(e) Membantu akses permodalan. 
(4) Manajemen, dengan : 
(a) Bantuan penyusunan studi kelayakan; 
(b) Sistem dan prosedur organisasi dan Manajemen; 
(c) Menyediakan tenaga konsultan dan advisor. 
(5) Teknologi, dengan : 
(a) Membantu perbaikan, inovasi, dan alih teknologi; 
(b) Membantu pengadaan sarana dan prasarana produksi 
sebagai unit percontohan; 
(c) Membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol 
kualitas; 
(d) Membantu pengembangan desain dan rekayasa produk; 
(e) Membantu meningkatan efisiensi pengadaan bahan baku. 
d. Kewajiban Penerima Kemitraan 
Penerima kemitraan yang dimaksud adalah usaha kecil. Dalam hal 
kewajiban penerima kemitraan diatur dala Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 44 
tahun 1997 tentang Kemitraan, usaha kecil yang bermitra berkewajiban untuk : 
1) Meningkatkan kemampuan menajemen dan kinerja usahanya secara 
berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan 
Usaha Besar dan atau Usaha Menengah; dan 
2) Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan 
bantuan yang diberikan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah. 
 
3. Tinjauan Umum tentang Kemitraan 
 a.      Pengertian Kemitraan 
Kemitraan menurut Peraturan Pemerintah No 44 tahun 1997 adalah 





Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan 
atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 
memperkuat dan saling menguntungkan. Pengertian tersebut dalam dunia usaha 
saat ini sudah tidak relevan lagi, melihat peraturan tersebut sudah di buat sangat 
lama, dan terjadi perkembangan perubahan para pihak yeng terlibat dalam 
kemitraan (Muhammad Jafar Hafsah, 1999: 50).  
Kerjasama kemitraan yang dikembangkan di Indonesia umumnya 
melibatkan antara pengusaha besar dan pengusaha kecil dengan tujuan untuk 
menghilangkan kesenjangan dalam berusaha. Pada prinsipnya, kerjasama 
kemitraan adalah kerjasama antara pengusaha besar dan pengusaha mikro dan 
kecil berdasar asas saling memperkuat, saling menguntungkan, saling 
membutuhkan dan saling berkesinambungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban 
yang disepakati oleh kedua pihak mitra dengan penuh kesadaran dan tanguung 
jawab merupakan syarat pokok berhasilnya suatu kemitraan. 
b. Jenis Pola Kemitraan 
Pola kemitraan telah diatur didalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No 17 
tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang meliputi : 
a) Inti-plasma; 
Diatur didalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 
2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pola 
Kemitraan inti-plasma Usaha Besar berkedudukan sebagai inti, Usaha 
Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai 
plasma; atau Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti, Usaha Mikro 
dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai plasma.  
b) Subkontrak; 
Diatur didalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 17 tahun  2013 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pola Kemitraan 
subkontrak Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro, 
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau 
Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor, Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.  
c) Waralaba; 
Diatur didalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 





Kemitraan waralaba Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi 
waralaba, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau Usaha Menengah 
berkedudukan sebagai pemberi waralaba, Usaha Mikro dan Usaha 
Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.  
d) Perdagangan umum; 
Diatur didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 
2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pola 
Kemitraan perdagangan umum Usaha Besar berkedudukan sebagai 
penerima barang, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
berkedudukan sebagai pemasok barang; atau Usaha Menengah 
berkedudukan sebagai penerima barang, Usaha Mikro dan Usaha Kecil 
berkedudukan sebagai pemasok barang.  
Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagai 
pemasok barang memproduksi barang atau jasa bagi mitra dagangnya. 
Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan 
dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau 
menerima pasokan dari Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha 
Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.  
e) Distibusi dan keagenan; 
Diatur didalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 
2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pola 
Kemitraan distribusi dan keagenan Usaha Besar memberikan hak 
khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Usaha Menengah; atau Usaha Menengah memberikan hak khusus 
memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.  
f) Bagi hasil 
Diatur didalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 
2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pola 
Kemitraan bagi hasil Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah 
berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang 
dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau Usaha Mikro dan Usaha 





dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah. Masing-masing pihak 
yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai 
dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati 
kedua belah pihak yang bermitra. Besarnya pembagian keuntungan 
yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak 
yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang 
disepakati.  
g) Kerjasama operasional; 
Diatur didalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 
2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pola 
Kemitraan kerja sama operasional antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
dan Usaha Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang 
sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau antara Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah menjalankan usaha 
yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.  
h) Usaha patungan (joint venture); 
Diatur didalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 
2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pola 
kemitraan usaha patungan (joint venture) Usaha Mikro, Usaha Kecil, 
atau Usaha Menengah lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya 
dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing melalui 
pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan aktifitas 
ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru, atau Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil lokal dalam melaksanakan kegiatan usahanya 
dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing 
melalui pola usaha patungan (joint venture) dengan cara menjalankan 
aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru. 
Pendirian perusahaan baru yang dimaksud, dilaksanakan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
i) Penyumberluaran (outsourcing);  
Diatur didalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2013 
tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam pola penyumberluaran 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah dapat bermitra dengan 





pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar, atau 
Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitra dengan Usaha Menengah 
dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau 
bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah. 
c. Pihak-Pihak dalam Kemitraan 
Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah mengatur tentang pihak-pihak yang termasuk dalam kemitraan, yaitu : 
a) Usaha Mikro  
Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 
dan/atau badan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, yakni  
memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau  
memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga 
ratus juta rupiah). 
b) Usaha Kecil  
Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh 
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 
perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha 
menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil, yakni 
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 
(dua milyar lima ratus juta rupiah). 
c) Usaha Menengah  
Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri 
sendiri, orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau 
menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha 
kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 
penjualan tahunan yang memenuhi kriteria usaha menengah, yakni 





rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh 
milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua 
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 
50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
d) Usaha Besar  
Usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan 
jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 
Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau 
swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan 
ekonomi di Indonesia. 
Menurut Muhammad Jafar Hafsah ada dua pihak dalam kemitraan, yaitu : 
a) Pemberi Kemitraan  
Yaitu pihak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan 
kemitraannya kepada pihak lain. Pihak pemberi kemitraan ini disebut 
juga pihak pemilik atau pihak yang mempunyai kemitraan tersebut. 
b) Penerima Kemitraan  
Yaitu pihak yang menerima kamitraan dari pihak pemberi 
kemitraan. Pihak penerima ini disebut juga dengan pihak lain yang 
menanamkan modalnya untuk bekerjasama dalam usaha kemitraan. 
d. Mekanisme Perjanjian Kemitraan  
Dalam mekanisme perjanjian kemitraan diatur dalam Pasal 29 Peraturan 
Pemerintah No 17 tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yaitu : 
a) Setiap bentuk Kemitraan yang dilakukan oleh Usaha Mikro, Usaha 
Kecil, dan Usaha Menengah dituangkan dalam perjanjian Kemitraan;  
b) Perjanjian Kemitraan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
c) Apabila salah satu pihak merupakan orang atau badan hukum asing, 
perjanjian Kemitraan dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan bahasa 
asing.  
d) Perjanjian Kemitraan yang dimaksud memuat kegiatan usaha, hak dan 
kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu 






e. Tujuan Kemitraan  
Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah win-win solution 
partnership. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para 
partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang 
sama, tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawar yang setara 
berdasarkan peran masing-masing. Berdasarkan pendekatan cultural, kemitraan 
bertujuan agar mitra usaha dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha 
seperti perluasan wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil resiko, etos 
kerja, kemampun aspekaspek manajerial, bekerja atas dasar perencanaan, dan 
berwawasan kedepan. Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam 
pelaksanaan kemitraan secara lebih konkrit adalah:  
a)  Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat;  
b)  Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan;  
c)  Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil; 
d) Meningkatkan pertumbuahan ekonomi pedesaan,wilayah dan nasional;  
e) Memperluas lapangan kerja;  
f) Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 
Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah Pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan yaitu:  
a) Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 
b) Mewujudkan kemitraan antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 
Usaha Besar; 
c) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 
pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
d) Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam 
pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan 
Usaha Besar;  
e) Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah;  
f) Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya 





g) Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang 
perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah. 


















Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur penulis dalam 
menganalisis, menjabarkan, dan meneliti permasalahan yang dikaji dalam 
penelitian ini. Perkembangan dunia usaha di Indonesia saat ini tergolong sangat 
besar, hal tersebut dilihat banyaknya jenis-jenis usaha yang mulai berkembang di 
bidang kuliner, retail pakaian, jasa pelayanan, dan lain-lain. Terlebih di era 
Bisnis Kemitraan 
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kecanggihan informasi dan teknologi sekarang ini apapun bisa diperjual-belikan 
dengan cepat dan mudah sehingga menuntut pelaku usaha untuk bertahan dan 
bersaing dalam mengembangkan usahanya di dunia bisnis. salah satu bentuk 
usaha yang berkembang saat ini adalah kemitraan. Kemitraan merupakan salah 
satu strategi yang bisa ditempuh dan dipilih oleh pelaku usaha, serta kemitraan 
tidak sekedar diterjemahkan sebagai sebuah kerjasama, akan tetapi memiliki pola 
dan nilai strategis dalam mewujudkan suatu keberhasilan suatu lembaga atau 
usaha dalam menerapkan manajemen modern. 
Penelitian ini bermula adanya bisnis atau usaha kemitraan yang sedang 
berkembang saat ini, dan penulis memilih untuk meneliti di Outlet Brownies 
Cinta cabang Sragen. Kemudian dalam proses kerjasama kemitraan itu sendiri 
berawal dengan adanya perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat oleh pemilik 
kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen. Dalam peristiwa tersebut, pemilik 
kemitraan berlaku sebagai pemberi kemitraan sedangkan penerima kemitraan 
adalah investor yang ingin melalakukan kerjasama kemitraan. Perjanjian 
kemitraan harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama 
kemitraan secara langsung serta disaksikan oleh saksi dari masing-masing pihak. 
Dalam perjanjian tersebut pemberi kemitraan akan membacakan isi dari 
perjanjian kemitraan dan penerima kemitraan diwajibkan untuk mengerti dan 
paham atas isi dari perjanjian kerjasama kemitraan tersebut.  
Bisnis kemitraan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 
Tahun 2013 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dengan adanya 
peraturan tersebut, penulis akan menganalisis pelaksanaan perjanjian kemitraan 
kerjasama di Outlet Brownies Cinta cabang Sragen dengan peraturan tersebut, 
apakah pelaksanaan perjanjian tersebut sudah sesuai dengan peraturan atau 
belum. Serta penulis akan menganalisa hambatan permasalahan dalam melakukan 
pelaksanaan kerjasama kemitraan tersebut dan menganalisa cara penyelesaian 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
D. Deskripsi Umum Brownies Cinta dan Outlet Kemitraan Brownies Cinta 
Cabang Sragen 
1. Sejarah Berdirinya Brownies Cinta  
Bermula pada tahun 2010 sepasang suami istri yaitu Bapak Fauzi Yunianto 
dan Ibu Puspita Sari keduanya merupakan lulusan alumni dari Universitas Sebelas 
Maret, yaitu Bapak Fauzi Yunianto dari fakultas teknik, sedangkan Ibu Puspita Sari 
fakultas sastra inggris. Sebelum memulai usaha brownies ini, Bapak Fauzi pernah 
menjalani usaha ternak bebek, dan bertani sedangkan Ibu Puspita Sari seorang guru 
yang  membuka semacam bimbingan belajar dirumahnya.  Namun usaha Bapak 
Fauzi  tersebut menemui jalan buntu dan gagal.  
Muncul ide dari Bapak Fauzi untuk merintis usaha dibidang kuliner 
khususnya kue brownies. Ide tersebut disetujui oleh sang istri yaitu Ibu Puspita 
Sari, kemudian mereka belajar cara membuat kue brownies dan membeli bahan-
bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan brownies. Saat membeli bahan-bahan 
ditoko roti Bapak Fauzi melihat cetakan kue kecil-kecil yang berbentuk love 
(cinta), pada saat itulah langsung terpikir nantinya brownies yang dibuat akan di 
beri nama “Brownies Cinta”. Inspirasi yang sebenarnya cukup sederhana untuk 
memaknai brownies cinta tersebut. 
Brownies Cinta adalah salah satu bentuk perjuangan dari Bapak Fauzi dan 
Ibu Puspita Sari dalam memaknai cinta itu sendiri. Berawal perjuangan dari nol 
hingga saat ini bisa dibilang sangat sukses menunjukkan bahwa usaha tidak akan 
mengkhianati hasil. Penjualan brownies berawal di tahun 2010 dengan membuat 
brownies mini yang berbentuk love (cinta) serta di bungkus dengan mika, brownies 
tersebut dijual dengan sistem titip. 
Pada saat itu dititipkan di kantin-kantin sekolah dan warung-warung, 
dengan harga perbiji Rp 800,- (delapan ratus rupiah) sering kali brownies tersebut 
tidak laku dan terpaksa diambil lagi oleh Bapak Fauzi dan Ibu Puspita Sari. Tetapi 
hal tersebut tidak membuat tekad mereka menyerah untuk menjadi pengusaha 
sukses. Bapak Fauzi dan Ibu Puspita kemudian mendatangi ke arisan-arisan, dan 
pengajian untuk memperkenalkan produk brownies cinta kepada masyarakat. Pada 





waktu ada yang meminta pesanan dalam bentuk box. Setelah beberapa waktu 
menerima pesanan dalam bentuk box, akhirnya pada tahun 2011 Bapak Fauzi dan 
Ibu Puspita mendirikan toko Brownies Cinta di rumah mereka. 
Pada tahun 2011 Bapak Fauzi dan Ibu Puspita telah berhasil membuka toko 
dirumahnya. Kemudian di tahun berikutnya yaitu 2012,2013 mulai memiliki 
beberapa karyawan untuk membantu dalam proses produksi dan penjualan di toko. 
Rumah tersebut juga digunakan sebagai dapur produksi brownies. Produk brownies 
box yang regular adalah original cokelat dan hitam putih (kombinasi cokelat hitam 
dan cokelat putih). Tahun yang sama Bapak Fauzi dan Ibu Puspita membuat 
inovasi varian rasa baru browniesnya, yaitu rasa pandan, strawberry, blueberry, 
pelangi, kacang, cokelat moka, tiramisu, almond, dan ketan. 
Pada tahun 2014 Bapak Fauzi dan Ibu Puspita mulai membuat manajemen 
kecil untuk usaha browniesnya. Seiring waktu berjalan usaha brownies sudah 
dikenal di masyarakat dan diterima dimasyarakat, Bapak Fauzi memutuskan untuk 
membuka cabang pertama ditahun 2014, dan 2015 di Tawangmangu, dan Sragen 
dengan sistem Kemitraan. Pada awal tahun 2017 usaha Brownies Cinta telah 
memiliki 30 karyawan dan diakhir tahun 2017 memiliki sejumlah 100 karyawan. 
Hal tersebut membuat tekad owner yaitu Bapak Fauzi dan Ibu Puspita untuk 
membuka cabang lagi di tiap-tiap kota untuk memperkenalkan Brownies Cinta 
hingga mendunia. Saat ini kesuksesan Bapak Fauzi dan Ibu Puspita ditunjukkan 
dengan tersebarnya Outlet Brownies Cinta di Jawa Tengah dengan sistem 
Kemitraan. 
Produk Brownies Cinta juga telah memiliki label halal dari MUI dan ijin 
produksi makanan PIRT. Jadi, brownies tersebut aman dikonsumsi dan peminat 
konsumen sangat banyak karena brownies cinta memiliki tekstur yang lembut, 
harga yang ekonomis dan rasa yang enak. 
2. Ruang Lingkup Kegiatan Brownies Cinta 
Kegiatan di Brownies Cinta setiap harinya tentu sangat produktif. Mulai 
dari produksi hingga proses penjualan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 
lakukan pada tanggal 21 November 2018, dengan Bapak Dodi selaku pegawai 
bagian marketing Brownies Cinta, ruang lingkup kegiatan Brownies Cinta akan 
lebih spesifik dijelaskan sebagai berikut :  





Dalam proses ini dilakukan setiap hari oleh karyawan bagian 
produksi untuk membuat brownies. Proses produksi ada 2 (dua) shift, 
yang pertama dilakukan pada pukul 06.00 sampai 12.00, shift kedua 
dilakukan pukul 12.30 sampai 20.30. Semua brownies yang telah di 
produksi nantinya akan dijadikan stok dalam penjualan. 
b. Marketing Penjualan  
Penjualan brownies dilakukan setiap harinya di outlet-outlet 
brownies cinta. Dalam proses penjualan ada 3 (tiga) shift untuk 
pergantian karyawannya. Shift 1 pukul 07.00, shift 2 pukul 09.00, shift 
3 pukul 13.00. Penjualan brownies setiap harinya dicatat oleh 
karyawan untuk disetorkan ke kantor brownies cinta dalam pembuatan 
laporan penjualan.  
c. Penjualan Keluar (Outing Selling) 
Penjualan tidak hanya dilakukan di outlet saja, tetapi karyawan 
juga melalukan penjualan keluar atau yang sering disebut dengan 
outing selling. Outing selling ini bertujuan untuk memperkenalkan 
produk brownies cinta kepada masyarakat yang belum begitu 
mengenal produk tersebut kemudian dengan adanya outing selling 
membuat peminat brownies cinta semakin banyak.  
Outing selling dilakukan dengan menyebar brosur ke 
masyarakat, mengikuti kegiatan arisan ibu-ibu guna mempersentasikan 
produk brownies, mendatangi hotel-hotel baru dan instansi-instansi 
guna mengunakan brownies dalam acara-acara rapat, pernikahan, dan 
pertemuan-pertemuan lainnya. Dengan begitu akan membuat omset 
brownies cinta semakin banyak, dan produk brownies cinta lebih 
dikenal oleh masyarakat luas.  
d. Distribusi  
Dalam hal distribusi atau penyaluran produk dilakukan setiap 
harinya. Distribusi ini dikirim ke semua outlet-outlet brownies cinta. 
Jumlah dan jenis produk brownies cinta disesuaikan dengan 
permintaan pembelian setiap outlet, jadi distribusi outlet satu dengan 
yang lain tidak sama. Misalnya outlet cabang Sragen membeli 50 





membeli 60 brownies cinta jenis hitam putih. Hal tersebut disebabkan 
perbedaan penjualan jumlah dan jenis produk brownies cinta di setiap 
outlet. 
3. Status Hukum Brownies Cinta 
Brownies Cinta ini adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang makanan 
atau kuliner dengan spefikasi dalam penjualan roti brownies dengan berbagai 
varian. Brownies cinta merupakan suatu badan usaha dengan kategori perusahaan 
perseorangan, jadi ia bertanggung jawab penuh pada kegiatan usahanya, dan risiko. 
Karena itu, harta pribadi dan harta perusahaan sering disebut sebagai kekayaan 
perusahaan. Kelebihan badan usaha ini adalah kebebasan bergerak, tidak adanya 
pemungutan pajak perusahaan, tetapi pajaknya di bebankan oleh pemilik usaha. 
Selain itu, pemilik usaha memunyai kuasa penuh pada bidang usahanya dengan 
kerahasiaan yang terjamin dan proses pengambilan keputusan tercepat. 
Perusahaan perseorangan ini dengan kategori usaha mikro  kecil dan 
menengah (UMKM) yang bergerak di bidang makanan atau kuliner. Dengan 
kategori Usaha Menengah, dikatakan sebagai usaha menengah berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menegah 




















4. Struktur Organisasi dan Tugas Masing-masing Bagian 



















Dari struktur organisasi tersebut setiap bagian mempunyai tugas dan fungsi dalam 
menjalankan tugas masing-masing, yaitu : 
a. Direktur memiliki peran paling utama dalam sebuah organisasi perusahaan. 
Adapun tugas direktur meliputi: memimpin perusahaan dengan menerbitkan 
kebijakan-kebijakan di dalam perusahaan dan memilih, menetapkan, 
mangawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian. 
Kemudian dibawah direktur terdiri dari empat bagian, dengan spesifik 
tugas yang berbeda-beda yaitu : 
1) HRD (Human Resource Devolepment), yaitu bagian dalam 
perusahaan yang bertanggung jawab menangani pengelolaan sumber 












































HRD terbagi menjadi tiga bagian yang lebih khusus dalam 
menjalankan tugas, meliputi : 
2) SDM (Sumber Daya Manusia), mempunyai tugas dalam pengrekrutan 
karyawan baru untuk bergabung bekerja di Brownies Cinta. Dalam 
tahap pengrekrutan karyawan tentu staff bagian SDM ini melakukan 
beberapa tahap dalam menerima karyawan baru, mulai dari 
menetapkan standar persyaratan, tes tertulis, dan tes psikolog. 
Kemudian apabila tahap seleksi telah usai dilakukan, maka karyawan-
karyawan tersebut akan di traning selama satu bulan untuk 
mendapatkan pengarahan dan pengetahuan mengenai sistematika 
kerja di Brownies Cinta. 
3) Suporting System, mempunyai tugas dalam pengrekutan satpam dan 
cleaning service sebagai faktor pendukung di Brownies Cinta.  
4) Legalitas, mempunyai tugas dalam pembuatan surat kontrak dan surat 
perjanjian antara pemberi kemitraan dan penerima kemitraan. 
b. Keuangan, yaitu bagian dalam perusahaan yang bertugas merencanakan, 
melaksanakan, dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya keuangan 
secara efektif dan efisien. 
Bagian keuangan di Brownies Cinta terbagi menjadi dua bagian yaitu: 
1) Keuangan Kantor, bertugas untuk pengelolaan keuangan semua 
cabang outlet kemitraan Brownies Cinta. 
2) Keuangan Outlet, bertugas untuk pengelolaan keuangan disetiap 
cabang outlet kemitraan Brownies Cinta dan merekap semua 
pemasukan dan pengeluaran dari hasil penjualan. Kemudian hasil 
rekapan tersebut disetorkan ke bagian keuangan kantor.  
c. Marketing, yaitu kegiatan memasarkan hasil produksi melalui berbagai 
cara, agar produk Brownies Cinta dikenal dan diminati oleh masyarakat 
secara luas. 
Bagian marketing dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 
1) Sales, mempunyai tugas fokus dalam penjualan Brownies Cinta 
sesuai target yang telah ditentukan. 
2) Marketing communication, bertugas untuk menganalisa pasar serta 





Brownies Cinta, dan menentukan strategi promosi dan media yang 
digunakan sebagai acuan target. 
3) Bisnis devolepment, bertugas untuk menciptakan ide dalam strategi 
penjualan, dan mengembangkan konsep di dalam Brownies Cinta. 
d. Operasional, yaitu bagian utama dalam proses produksi atau pembuatan 
Brownies Cinta serta dalam penjaminan produk. 
Bagian operasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu : 
1) Produksi, bertugas dalam tahap pembuatan Brownies Cinta. 
2) Logistik, bertugas dalam menyiapkan bahan baku dalam pembuatan 
brownies. 
5. Visi, Misi, dan Strategi Brownies Cinta 
Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita suatu 
organisasi atau perusahaan yang ingin dicapai dimasa depan (Wibisono,2006: 43). 
Visi yang efektif harus memiliki karakteristik seperti imagible (dapat 
dibayangkan), desirable (menarik), realistis dapat dicapai, jelas, dan mudah 
dipahami. 
Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau alasan 
eksistensi organisasi memuat apa yang disediakan oleh perusahaan kepada 
masyarakat baik produk atau jasa (Wibisono, 2006: 46-47). 
Strategi merupakan proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh 
perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu 
perusahaan dalam menentukan produknya di masa depan  
Dari penjelasan tersebut Brownies Cinta memiliki visi, misi, dan strategi 
untuk kearah kedepannya, yaitu : 
a. Visi  
1) Rahmatan Lil „Alamin (kebaikan yang mendunia) 
b. Misi  
1) Memakmurkan karyawan 
2) Memakmurkan masjid 
3) Memakmurkan dakwah 
4) Memakmurkan negeri 
5) Memakmurkan umat 





1) Strategi Internal  
a) Pelatihan pembuatan brownies dengan ibu-ibu dan anak-anak 
2) Strategi Eksternal 
a) Mengutamakan kualitas brownies cinta 
b) Mengembangkan kerjasama dengan stakeholder 
c) Memperluas kerjasama dengan institusi, dan hotel-hotel 
d) Mengembangkan kerjasama dengan kegiatan hajatan 
6. Keunggulan Kemitraan Brownies Cinta 
Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 9 Oktober 2019 
dengan Bapak Yogi selaku pegawai bagian SDM Brownies Cinta, mengatakan 
bahwa keunggulan kemitraan Brownies Cinta yaitu : 
a. Produk brownies cinta berupa brownies kukus dengan aneka varian 
rasa sangat diminati oleh masyarakat 
b. Harga jual brownies cinta yang relatif ekonomis tidak membebankan 
konsumen dalam membeli produk brownies cinta 
c. Produk brownies cinta yang telah mendapatkan ijin PIRT dan berlabel 
halal menjamin aman untuk dikonsumsi konsumen 
d. Persyaratan untuk bergabung dalam kemitraan brownies cinta yang 
mudah, sehingga tidak membuat investor kebingungan untuk dalam 
kemitraan 
e. Pola kemitraan bagi hasil yang diterapkan di brownies cinta dengan 
persentase 80% untuk investor 20% untuk pengelola kemitraan tidak 
membebankan investor dalam pengembangan kemitraan brownies cinta 
f. Proses produksi brownies cinta yang berdasarkan syariat islam 
sehingga semua bahan yang digunakan dijamin aman dan halal 
g. Packaging produk brownies cinta yang menarik dan elegant membuat 
daya tarik bagi konsumen, dan cocok sebagai oleh-ole 
7. Lokasi Kantor Brownies Cinta  









8. Cabang Kemitraan Brownies Cinta  
Lebih dari 7 (tujuh) cabang brownies cinta saat ini tersebar di seluruh Jawa 
Tengah khususnya di kawasan Soloraya. Adapun lokasi cabang outlet kemitraan 
brownies cinta sebagai berikut  : 
a. Outlet 1 
Alamat : Badranasri, Cangakan, Karanganyar 
Telp. (0271) 6491816, 085 728 687 863 
b. Outlet 2 
Alamat : Jalan Raya Sukowati No. 402 Sragen Manggis, Sragen 
Telp. 085 799 491 112 
c. Outlet 3 
Alamat : Jalan Lawu – Jetis, Kalisoro, Tawangmangu (200 meter timur    
BPTO) 
Telp. 085 870 425 745 
d. Outlet 4  
Alamat : Jalan Rajiman No. 495 Laweyan, Surakarta 
Telp. 085 866 678 626 
e. Outlet 5  
Alamat : Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sukoharjo 
Telp. 085 749 056 656 
f. Outlet 6  
Alamat : Jalan Ir. Soekarno No. 43B Langenharjo, Grogol, Sukoharjo 
(utara Hotel Best Western) 
Telp. 085 641 207 909 
g. Outlet 7 
Alamat : Jalan Jayawijaya No. 95 Mojosongo, Jebres, Surakarta 
Telp. 081 568 606 10 
h. Outlet 8  
Alamat : Jalan Veteran No. 64 Sukoharjo (100 meter timur bangjo 
Carikan) 
Telp. 087 712 344 647 
i. Outlet 9 





Telp. 081 393 617 498 
9. Penghargaan yang Berhasil Diraih Brownies Cinta 
Penghargaan brownies cinta yang berhasil diraih meliputi : 
a. Tahun 2018 penghargaan dalam Karanganyar Award dengan kategori Pelaku 
UKM Inovasi Kuliner Oleh-Oleh 
b. Tahun 2018 penghargaan sebagai Pengisi Materi dalam rangka Sosialisasi 
Pemberdayaan UMKM dan Ekonomi Kreatif 
c. Tahun 2017 penghargaan sebagai Sponsorship dalam acara Festival Pertanian 
Gebyar Ramadhan di Gebyog, Mojogedang, Karanganyar 
d. Tahun 2017 penghargaan dalam Rangka Silahturahmi Industri oleh Kammi 
Al Aqsha 
e. Tahun 2017 penghargaan sebagai Donatur dalam acara Seminar Kampus 
yang Dirindukan 
f. Tahun 2017 penghargaan sebagai Sponsorship dalam acara Formaiska Care 
1438H Berkarya Bersama Membangun Karanganyar di Dusun Jatimulyo, 
Jatipuro, Karanganyar 
10. Produk-Produk Brownies Cinta 
Brownies cinta memiliki 14 (empat belas) varian rasa, meliputi : 




































 Browcin Cokelat Kacang             Browcin Tiramisu Cokelat 
        







































E. Kesesuaian Perjanjian Kerjasama Kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan 
juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah 
Suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu pihak berjanji 
kepada pihak yang lain, atau dimana kedua belah pihak saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu. Pelaksanaan perjanjian adalah perbuatan merealisasikan 
atau memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak, 
sehingga tercapai tujuan yang telah dibuat. Masing-masing pihak melaksanakan 
perjanjian dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk 
dilakukan. Pelaksanaan perjanjian berupa : 
1. Pemberian Sejumlah Uang  
 Pihak yang melakukan pemberian adalah Bapak Gunawan selaku 
investor atau penerima kemitraan yang diberikan kepada Bapak Fauzi 
selaku pemilik kemitraan atau pemberi kemitraan. Alat pembayaran yang 
digunakan adalah mata uang rupiah. Berdasarkan dari isi surat perjanjian 
dalam Pasal 2 dengan ketentuan modal usaha yang direncanakan adalah 
sebesar Rp 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Modal 
tersebut dengan ketentuan Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) 
dalam bentuk uang, kemudian Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) 
dalam bentuk penyediaan outlet atau tempat di Gedung Eksis lantai 1 dan 
2 yang beralamat di Jalan Raya Sukowati No 402 Sragen Manggis, 
Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaan perjanjian kemitraan Brownies 
Cinta cabang Sragen ini jumlah uang dan modal usaha tersebut dibayar 
tunai. 
2. Penyerahan Benda 
 Dalam setiap perjanjian yang mengandung tujuan memindahkan 
penguasaan dan atau hak milik perlu dilakukan penyerahan bendanya 
(lavering, transfer). Benda merupakan sesuatu yang dapat dimiliki atau 
obyek milik (Abdulkadir Muhammad, 214: 128). Jenis benda dapat berupa 






 Benda berwujud atau tidak berwujud terletak pada cara penyerahannya 
jika benda dipindahtangankan kepada pihak lain melalui perbuatan hukum 
tertentu, misalnya jual-beli, pewarisan, dan hibah. Penyerahan benda 
berwujud dilakukan secara nyata dari tangan ke tangan. Sedangkan 
penyerahan benda tidak berwujud dilakukan dengan balik nama. Serta 
benda bergerak dan tidak bergerak  terletak pada penguasaan, penyerahan, 
daluarsa, dan pembebanan. Benda bergerak menurut sifatnya adalah benda 
yang dapat dipindahkan, misalnya kursi, meja, buku. Sedangkan benda 
tidak bergerak menurut sifatnya adalah benda yang tidak dapat dipindah-
pindahkan, misalnya tanah dan segala yang melekat diatasnya, seperti 
gedung dan pepohonan.. 
 Penyerahan benda tersebut dilakukan oleh Bapak Fauzi selaku pemilik 
kemitraan atau pemberi kemitraan diberikan kepada Bapak Gunawan 
selaku investor atau penerima kemitraan. Wujud penyerahan benda 
tersebut adalah dalam bentuk sebuah produk kemitraan yang berupa 
penyediaan brownies dengan aneka varian, penyediaan karyawaan yang 
telah di training oleh pihak Brownies Cinta, serta penyerahan kemitraan 
Brownies Cinta cabang Sragen sehingga Bapak Gunawan berlaku sebagai 
pemilik Brownies Cinta cabang Sragen. Berdasarkan pengertian 
sebelumnya maka jenis penyerahan benda yang dilakukan adalah benda 
berwujud. 
3. Pelayanan Jasa 
 Pelayanan jasa adalah memberikan pelayanan dengan melakukan 
pembuatan tertentu baik dengan menggunakan tenaga fisik belaka maupun 
dengan keahlian atau alat tertentu, baik dengan upah ataupun tanpa upah. 
Apabila dengan upah kecuali jika diperjanjikan lain (Abdulkadir 
Muhammad, 2000: 236) 
Melihat macam hal pelaksanaan perjanjian untuk dilaksanakan, perjanjian-
perjanjian itu dibagi dalam 3 (tiga) macam, yaitu : 
a.   Perjanjian untuk memberikan atau menyerahkan suatu barang 
 Menurut Pasal 1235 KUHPerdata, perjanjian untuk memberikan 
sesuatu mewajibkan si berhutang (debitur) untuk menyerahkan suatu 





 b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu 
 Berbuat sesuatu berarti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang 
telah ditetapkan dengan perjanjian. Contohnya adalah perjanjian untuk 
membangun rumah, mengosongkan lahan, atau membuat karya seni. 
 c.Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu 
 Yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan 
perbuatan seperti apa yang telah diperjanjikan. Misalnya perjanjian antara 
pabrik dengan distributor agar distributor tidak memasarkan produk dari 
pesaing pabrik tersebut. 
  Hal yang harus dilaksanakan dinamakan dengan “prestasi” 
(R.Subekti, 2001: 36). 
 Adapun mengenai perjanjian kerjasama kemitraan itu sendiri telah 
diatur dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha 
Mikro Kecil dan Menengah, yaitu : 
1. Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh usaha mikro, usaha kecil, 
dan usaha menengah dituangkan dalam Perjanjian Kemitraan; 
2. Perjanjian kemitraan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia; 
3. Apabila salah satu pihak adalah orang atau badan hukum asing dibuat 
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing; 
4. Perjanjian kemitraan tersebut paling sedikit memuat : 
a. Kegiatan usaha; 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan tanggal 21 
November 2018 dengan Bapak Dodi selaku pegawai bagian 
marketing. Bahwa kegiatan usaha Brownies Cinta dalam bentuk 
kemitraan dengan jenis pola bagi hasil. Bagi hasil disini masing-
masing pihak yang bermitra memberikan kontribusi sesuai dengan 
kemampuan dan sumber daya yang telah disepakati oleh para pihak 
yang bermitra, yaitu dengan persentase keuntungan 80% dari net profit 
setiap bulannya untuk pihak penerima kemitraan, dan persentase 
keuntungan 20% untuk pihak  pemberi kemitraan. Kegiatan usaha 
Brownies Cinta meliputi, proses produksi yang dilakukan setiap 






b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak; 
 Hak dan kewajiban para pihak merupakan unsur penting yang 
termuat dalam sebuah perjanjian. Tujuannya agar para pihak yang 
melakukan kerjasama kemitraan mengetahui dan mengerti hal-hal apa 
saja yang wajib untuk di dapatkan serta tanggungjawab untuk 
dijalankan. Hak dan kewajiban para pihak di dalam surat perjanjian 
telah temuat tetapi makna tersebut termuat secara implisit dan tersebar 
di dalam isi perjanjian kerjasama.  
 Hak dan kewajiban para pihak terdapat di ketentuan : 
1) Pasal 1 ayat (4) : “Pihak kedua bertanggungjawab pada 
pengelolaan dan pengembangan usaha Brownies Cinta di Outlet 
Sragen. 
2) Pasal 3 ayat (3) : “Profit akan di bayarkan kepada pihak pertama 
maksimal tanggal 20 di bulan berikutnya”. 
3) Pasal 4 ayat (2) berisi : “Jika terjadi kerugian usaha disebabkan 
kesalahan manajemen, maka kerugian akan ditanggung oleh pihak 
kedua”. 
4) Pasal 7 ayat (1) : “Apabila pihak kedua tidak dapat memenuhi 
kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (3) 
selama satu minggu, maka pihak pertama berhak untuk menagih 
profit yang menjadi hak pihak pertama kepada pihak kedua. 
c. Bentuk pengembangan; 
 Bentuk pengembangan merupakan penjelasan mengenai pola 
kemitraan apa yang digunakan dalam menjalankan usaha kemitraan 
tersebut. Dalam isi surat perjanjian kerjasama Brownies Cinta cabang 
Sragen tidak memuat hal tersebut, tetapi dalam pelaksanaan dalam 
praktek hal tersebut dilaksanakan yaitu dengan jenis pola bentuk 
pengembangan bagi hasil. 
d. Jangka waktu; dan 
 Jangka waktu merupakan masa berlakunya perjanjian tersebut. 
Dalam perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta terdapat di 





(1) Masa berlaku yang disebutkan Pasal 1 adalah 60 (enam puluh) 
bulan terhitung sejak perjanjian ini disepakati dan ditandatangani. 
(2) Atas kesepakatan kedua pihak, kontrak dapat diperpanjang 
waktunya dan/atau ditambahkan nilai uang pokok investasi yang 
diatur dalam kontrak baru dan/atau addendum kontrak. 
e. Penyelesaian perselisihan. 
 Penyelesaian perselisihan adalah suatu cara yang ditempuh dalam 
hal untuk menyelesaikan sebuah perselisihan yang dilakukan oleh para 
pihak dalam kerjasama kemitraan. Dalam perjanjian kerjasama 
kemitraan Brownies Cinta terdapat di dalam Pasal 11 “Bahwa segala 
sesuatu yang berkaitan dengan kontrak ini dengan segala akibatnya, 
maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum 
(domisili) yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan 
Negeri. Hal ini dalam teori kompetensi pengadilan dinamakan dengan 
Kompetensi relatif yaitu apabila terjadi perselisihan, maka gugatan 
diajukan di domisili yang telah disepakati para pihak.  
 Dalam surat perjanjian tertera kententuan dalam penyelesaian 
perselisihan melalui jalur litigasi atau pengadilan, dan pengadilan 
negeri sesuai dengan domisili kediaman hukum, yaitu di Pengadilan 
Negeri Sragen. 
Bentuk perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen 
tertulis dalam suatu surat perjanjian kerjasama yeng berbentuk perjanjian 
baku. Pengertian perjanjian baku disini adalah suatu perjanjian yang klausul-
klausulnya sudah dibakukan oleh pihak pemakainya yang notabene 
mempunya posisi tawar dan ekonomi yang lebih kuat, sedangkan pihak 
lainnya pada dasarnya mempunyai peluang yang kecil atau bahkan sama 
sekali tidak ada peluang untuk melakukan negosiasi mengenai perubahan 
substansi dari klausul-klausul yang telah dibakukan tersebut atau terjadi 
penyerahan tanggungjawab pihak pemberi kemitraan kepada pihak penerima 
kemitraan. 
Dalam perjanjian baku biasanya akan muncul istilah klausula 
eksonerasi yaitu ketentuan-ketentuan yang membatasi tanggungjawab debitur 





penerima kemitraan. Dalam klausula ini pihak pemberi kemitraan 
membebaskan diri dari kewajiban menanggung kemungkinan adanya cacat 
atau kekurangan pada obyek yang diperjanjikan. Kerugian tersebut 
dibebankan kepada pihak penerima kemitraan. 
Apabila dikaji dengan sungguh-sungguh, isi dari ketentuan klausula 
eksonerasi yang digunakan dalam perjanjian terlalu berat sebalah sehingga 
dapat merugikan pihak lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu ditempuh 
langkah langkah tertentu, misalnya penulisan klausula harus jelas dan mudah 
dibaca oleh setiap orang yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak 
yang bersangkutan, dan klausula eksonerasi tidak boleh diberlakukan pada 
kewajiban pokok. 
Jenis perjanjian baku yang digunakan dalam kerjasama kemitraan 
brownies cinta cabang Sragen adalah perjanjian baku sepihak. Perjanjian baku 
sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat 
kedudukannya di dalam perjanjian itu. Ada 4 (empat) jenis perjanjian baku, 
yaitu (Mariam Darus Badrulzaman, 1994: 47-48) : 
1. Perjanjian baku sepihak, yaitu perjanjian yang isinya ditentukan 
oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu; 
2. Perjanjian baku timbal balik, yaitu perjanjian baku yang isinya 
ditentukan oleh kedua belah pihak; 
3. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu perjanjian 
baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-
perbuatan hukum tertentu; 
4. Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaris atau 
advokat, yaitu perjanjian-perjanjian yang konsepnya sejak semula 
sudah di sediakan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat 
akan bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan. 
 Dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang 
Sragen yang dilakukan oleh Bapak Gunawan selaku investor atau penerima 
kemitraan dengan Bapak Fauzi Yunianto selaku pemberi kemitraan memuat 
substansi sebagai berikut : 





2. Komparisi (identitas para pihak yang melakukan kerjasama) 
Terdiri dari pihak pertama dan pihak kedua. Identitas para pihak 
sebagai berikut : 
Nama  : Gunawan  
No KTP  : 3314092808760002 
Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 28 Agustus 1976 
Alamat  : Jalan Hoscokroaminoto 107, Sragen  
Bertindak sebagai PIHAK PERTAMA; 
 
Nama  : Fauzi Yunianto  
No KTP  : 3313090306830004 
Tampat Tanggal Lahir  : Samarinda, 3 Juni 1983 
Alamat  : Badransari RT 2 Rw 11 Cangakan,    
Karanganyar  
Bertindak selaku atas nama Brownies Cinta  sebagai PIHAK 
KEDUA 
3. Ketentuan umum, dalam Pasal 1 (lampiran) 
4. Modal usaha, dalam Pasal 2 (lampiran) 
5. Keuntungan, dalam Pasal 3 (lampiran) 
6. Kerugian, dalam Pasal 4 (lampiran) 
7. Masa berlaku, dalam Pasal 5 (lampiran) 
8. Saksi-saksi, dalam Pasal 6 (lampiran) 
9. Sanksi bagi hasil, dalam Pasal 7 (lampiran) 
10. Pinalty, dalam Pasal 8 (lampiran) 
11. Ahli waris, dalam Pasal 9 (lampiran) 
12. Lain-lain, dalam Pasal 10 (lampiran) 
13. Status hukum, dalam Pasal 11 
14. Tanda tangan 
  Perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta apabila dikaitkan 
dengan isi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat 
sahnya perjanjian, maka akan diuraikan sebagai berikut : 





 Sepakat dapat diartikan tidak adanya paksaan, kekhilafan, dan 
penipuan di dalam perjanjian tersebut, karena sepakat merupakan kemauan 
dari kedua kehendak. Dua kehendak dalam perjanjian kerjasama kemitraan 
disini adalah pertemuan kehendak antara pemberi kemitraan (pemilik 
brownies cinta) dengan penerima kemitraan (investor/pemilik modal) dalam 
klausul-klausul yang akan dituangkan dalam perjanjian. 
 Apabila dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang 
Sragen telah memenuhi kesepakatan kehendak secara sempurna dengan 
menandatangani perjanjian kerjasama yang telah dibuat, yaitu kesepakatan 
antara Bapak Fauzi Yunianto selaku pemberi kemitraan (pemilik brownies 
cinta) dengan Bapak Gunawan selaku penerima kemitraan (investor/pemilik 
modal). 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian 
 Pada umumnya seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan 
hukum apabila sudah dewasa. Dewasa yang dimaksud merupakan 
seseorang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin. 
Jadi seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) dan belum 
kawin (Pasal 330 ayar (1) KUHPerdata), maka tidak dapat membuat 
perjanjian. Subyek yang dapat membuat perjanjian haruslah dewasa dan 
bukan orang yang di bawah pengampuan. 
 Sedangkan dalam ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan seseorang dapat dikatakan dewasa apabila telah 
berusia 18 (delapan belas) tahun. Jadi, apabila subyek yang melakukan 
perjanjian berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun maka dikatakan 
belum cakap hukum dalam membuat perjanjian. 
 Jika dikaitkan dengan pihak-pihak yang ada adal perjanjian kerjasama 
kemitraan, yaitu antara pemberi kemitraan dan penerima kemitraan telah 
memenuhi syarat kecakapan dari suatu perjanjian, dibuktikan dengan 
pemberi kemitraan atas nama Brownies Cinta milik pasangan suami-istri 
yaitu Bapak Fauzi Yuniarto dan istrinya Ibu Puspita Sari. Penerima 





perjanjian ini berumur 42 tahun. Jadi disini para pihak yang melakukan 
kerjasama kemitraan Brownies Cinta telah cakap untuk berbuat hukum. 
c. Suatu hal tertentu  
 Suatu hal tertentu maksudnya adalah obyek perjanjian. Dalam 
berbagai litelatur disebutkan bahwa yang menjadi obyek perjanjian adalah 
prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi 
oleh debitur dalam setiap perjanjian. Jika dikaitkan dengan perjanjian 
kerjasama kemitraan, maka kewajiban yang dilaksanakan oleh penerima 
kemitraan (investor/pemilik modal) pada pokoknya adalah menyerahkan 
modal usaha berupa uang dan bentuk penyedian tempat atau outlet kepada 
pihak pemberi kemitraan (pemilik brownies cinta), sesuai waktu yang 
ditetapkan oleh pemberi kemitraan. 
d. Suatu sebab yang halal 
 Suatu sebab yang halal berkaitan dengan Pasal 1335 KUHPerdata 
yang menjelaskan “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat 
karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”. 
Pasal 1336 KUHPerdata yang menjelaskan “jika tidak dinyatakan sesuatu 
sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain, 
daripada yang dinyatakan, perjanjiannya adalah sah”. Pasal 1337 
KUHPerdata yang menyatakan “suatu sebab adalah terlarang apabila 
dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan 
atau ketertiban umum”. 
  Kerjasama bisnis kemitraan adalah mencakup pemberian lisensi 
terhadap merek Brownies Cinta untuk membantu mengembangkan dan 
menjalankan bisnis makanan ke konsumen, serta dalam pemberian lisensi 
dilakukan dengan perjanjian yang sah. Jadi sudah jelas bahwa kerjasama 
kemitraan brownies Cinta ini tidak menimbulkan sebab-sebab yang 
terlarang dimana telah diterangkan dalam Pasal 1335, Pasal 1336, dan 
Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
 Berdasarkan substansi surat perjanjian kerjasama kemitraan Brownies   
Cinta tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah ada beberapa substansi yang sudah 





1. Kegiatan Usaha 
 Terdapat di dalam Pasal 1 surat perjanjian kerjasama kemitraan 
Brownies Cinta tentang “Ketentuan Umum” yang menjelasakan 
kegiatan usaha sebagai berikut : 
a. Pihak pertama adalah pemilik modal yang berinvestasi dengan 
memberikan sejumlah modal untuk membantu mengembangkan 
usaha Brownies Cinta di outlet Sragen; 
b. Pihak kedua adalah pemilik usaha Brownies Cinta yang bermaksud 
untuk mengembangkan usaha dengan membuka cabang Brownies 
Cinta di outlet Sragen kemudian meminta modal usaha kepada 
Pihak pertama; 
c. Modal adalah sejumlah uang atau hal lain yang dapat digunakan 
untuk mengembangkan usaha Brownies Cinta; 
d. Pihak kedua bertanggung jawab pada pengelolaan dan 
pengembangan usaha Brownies Cinta di outlet Sragen. 
2. Jangka Waktu  
 Terdapat di dalam Pasal 5 surat perjanjian kerjasama kemitraan 
Brownies Cinta tentang “Masa Berlaku” yang menjelaskan sebagai 
berikut : 
a. Masa berlaku perjanjian adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung 
sejak perjanjian disepakati dan ditandatangani; 
b. Atas kesepakatan kedua belah pihak, kontrak perjanjian dapat 
diperpanjang waktunya dan/atau ditambahkan nilai uang pokok 
investasi yang diatur dalam kontrak baru dan/atau addendum 
kontrak. 
3. Penyelesaian Perselisihan  
 Terdapat di dalam Pasal 11 surat perjanjian kerjasama kemitraan 
Brownies Cinta tentang “Status Hukum”. Bahwa segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kontrak ini dengan segala akibatnya, maka kedua 
pihak sepakat memilik tempat penyelesaian perselisihan di tempat 
kediaman hukum (domisili) yang umum dan tetap di Kantor 





 Adapun ada beberapa hal yang tidak termuat sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
mengenai substansi dalam surat perjanjian kerjasama kemitraan. Dalam surat 
perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen tidak memuat 
adanya bentuk pengembangan. Padahal subtansi tersebut harus ada di dalam 
surat perjanjian kerjasama kemitraan. 
 Bentuk pengembangan disini menjelaskan tentang pola kemitraan 
yang dijalankan oleh Brownies Cinta. Dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2013 telah menjelaskan macam-macam pola bentuk 




d. Perdagangan umum; 
e. Distribusi dan keagenan; 
f. Bagi hasil; 
g. Kerjasama operasional; 
h. Usaha patungan; 
i. Penyumberluaran. 
 Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di kantor pusat 
pada tanggal 21 November 2018 dengan Bapak Dodi sebagai pegawai bagian 
marketing Brownies Cinta, bentuk pengembangan yang dilakukan Brownies 
Cinta adalah dengan pola bagi hasil. Menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, bagi hasil 
memiliki arti dalam pola pengembangan kemitraan ini usaha mikro, usaha 
kecil, dan usaha menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang 
menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha besar, atau usaha 
mikro, dan usaha kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan 
usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha menengah.  
 Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola pengembangan bagi 
hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya 
yang dimiliki, serta disepakati oleh dua belah pihak yang bermitra. Besarnya 





masing pihak yang bermitra dengan pola pengembangan bagi hasil 
berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan surat 
perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen yang telah 
disepakati, profit bagi hasil meliputi 80% (delapan puluh persen) untuk pihak 
pertama dan 20% (dua puluh persen) profit sisanya adalah bagi hasil bagi 
pengelola Brownies Cinta.   
 Perihal bentuk pengembangan tidak terdapat dalam surat perjanjian 
kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen, hal tersebut 
menyebabkan isi dari perjanjian kurang lengkap dan tidak memenuhi dengan 
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro 
Kecil dan Menengah mengenai substansi dalam perjanjian kemitraan. Hal 
tersebut dapat dimasukkan dalam addendum kontrak, agar tidak terjadi 
kesalahpahaman dalam pola bentuk pengembangan kemitraan yang 
dilakukan. 
 
F. Permasalahan yang Timbul dalam Isi Perjanjian Kerjasama Kemitraan di 
Brownies Cinta cabang Sragen beserta Penyelesaiannya 
Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 November 2018 dengan  
Bapak Yogi sebagai pegawai bagian SDM Brownies Cinta dan analisis yang 
dilakukan peneliti. Permasalahan yang muncul dalam kerjasama kemitraan 
Brownies Cinta khususnya kemitraan cabang Sragen sebagai berikut : 
a. Surat perjanjian kerjasama Brownies Cinta cabang Sragen belum 
dalam bentuk akta otentik 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kantor pusat 
Brownies Cinta yang beralamat di Cangakan, Karanganyar. 
Berdasarkan surat perjanjian kerjasama yang di dapatkan, surat 
tersebut belum dalam bentuk akta otentik. Surat perjanjian kerjasama 
tersebut hanya di buat kedua belah pihak dan di saksikan oleh dua 
orang saksi yaitu dalam bentuk akta dibawah tangan. Hal tersebut 
tidak adanya kekuatan hukum yang mengikat apabila terjadi sebuah 
perselisihan. Karena, hanya akta otentik yang memiliki kekuatan 





Akta otentik dan akta dibawah tangan memiliki makna yang 
berbeda. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang 
ditentukan Undang-Undang atau di hadapan pejabat umum yang 
berwenang untuk itu, misalnya Notaris, Hakim, Panitera, Jurusita, 
Pegawai Pencatat Sipil akta itu dibuat. Sedangkan menurut Pasal 1874 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta dibawah tangan 
merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para 
pihak tanpa bantuan pejabat, cukup dibuat oleh para pihak yang 
berkepentingan saja. Dari pengertian tersebut jenis perjanjian yang 
dilakukan dalam kerjasama kemitraan Brownies Cinta Cabang Sragen 
hanya dalam bentuk akta dibawah tangan. 
Mengenai kekuatan pembuktian akta otentik merupakan alat 
pembuktian yang sempurna begi kedua belah pihak dan ahli warisnya 
serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang 
dimuat dalam akta tersebut. Kekuatan akta dibawah tangan hanya 
berlaku pada pihak yang membuat akta tersebut. 
Penyelesaian dalam masalah ini para pihak, terutama pihak 
pemilik Brownies Cinta dapat mengubah bentuk surat perjanjian 
kerjasama yang awalnya akta di bawah tangan menjadi akta otentik 
yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang misalnya Notaris, 
agar keabsahan akta perjanjian kerjasama dapat terjamin dan 
mengantisipasi apabila ada pihak yang mengingkari isi dari perjanjian 
tersebut. 
b. Perpanjangan kontrak yang tidak jelas 
Dalam hal perpanjangan kontrak yang terdapat di dalam surat 
perjanjian tidak jelas. Dikarenakan dalam Pasal 5 tentang “Masa 
Berlaku” hanya memuat peryataan sebagai berikut : 
1) Masa berlaku adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak 
perjanjian ini disepakati dan ditandatangani; 
2) Atas kesepakatan kedua pihak, kontrak dapat diperpanjang 
waktunya dan/atau ditambahkan nilai uang pokok investasi 





Dari peryataan tersebut spesifikasi persyaratan untuk perpanjangan  
dan ketentuan apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak 
memperpanjang kontrak tidak dijelaskan dengan jelas. 
Penyelesaiannya perlu ada ketetapan persyaratan perpanjangan agar 
pihak investor dapat memenuhi persyaratan secara penuh, dan 
menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam 
perpanjangan. Penjelasan mengenai perpanjangan kontrak, apakah 
harus melakukan perjanjian baru tidak dijelaskan dalam surat 
perjanjian kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen. Serta 
perlu adanya penambahan dalam persyaratan perpanjangan di dalam 
addendum kontrak kerjasama. 
 Ketentuan mengenai apabila salah satu pihak atau kedua belah 
pihak tidak memperpanjang kontrak lagi yaitu sesuai dengan 
kesepakatan para pihak itu sendiri, dan tidak adanya pengembalian 
modal kepada pihak pemberi kemitraan, karena kedua belah pihak 
telah mendapatkan keuntungan dari persentase yang telah ditentukan 
di dalam perjanjian yaitu 80% untuk pihak penerima kemitraan yaitu 
Bapak Gunawan, dan 20% untuk pihak pemberi kemitraan yaitu 
Bapak Fauzi. 
c. Tidak adanya penambahan addendum kontrak yang belum memuat 
dalam perjanjian pokok. 
Pengertian addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat 
perjanjian yang berarti tambahan klausula atau Pasal yang secara fisik 
terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada 
perjanjian pokok tersebut (http://id.wikipedia.org/wiki/addendum 
diakses 19 Desember 2018 pukul 18.45). Jika pada saat kontrak 
berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur sebelumnya, 
untuk itu hal-hal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam 
bentuk tertulis sama seperti kontrak yang telah dibuat. Pengaturan ini 
disebut dengan addendum kontrak, biasanya klausula yang mengatur 






Berdasarkan pengertian tersebut, surat perjanjian kerjasama 
kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen di dalam isi perjanjian tidak 
adanya lampiran mengenai addendum kontrak. Padahal di dalam surat 
perjanjian ini perlu adanya penambahan klausula-klausula mengenai 
perjanjian kemitraan itu sendiri, misalnya klausula mengenai 
persyaratan perpanjangan kontrak, dan jenis pola pengembangan. 
Maka peryelesaiannya, para pihak yang melakukan perjanjian 
kerjasama kemitraan harus menambahkan klausula-klausula tersebut 































A. Simpulan  
Berdasarkan analisis dan pembahasan data yang telah peneliti lakukan, maka 
peneliti dapat mengambil simpulan sebagai berikut : 
1. Mengenai kesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 
tentang Kemitraan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
a. Bahwa mengenai prosedur dalam pembuatan perjanjian kerjasama 
kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen telah sesuai dengan Pasal 29 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah. 
b. Berdasarkan Pasal 29 ayat (4) tentang macam-macam substansi dalam 
isi perjanjian kerjasama, ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan 
peraturan tersebut. Surat perjanjian kemitraan Brownies Cinta cabang 
Sragen tidak memuat substansi bentuk pengembangan kemitraan. 
2. Mengenai permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan kerjasama 
kemitraan di Brownies Cinta cabang Sragen beserta penyelesaiannya 
Bahwa dalam melaksanakan perjanjian kerjasama Brownies Cinta 
cabang Sragen terdapat beberapa permasalahan yang timbul, yaitu : 
a. Surat perjanjian kerjasama Brownies Cinta cabang Sragen belum dalam 
bentuk akta otentik melainkan masih dalam bentuk akta dibawah tangan 
yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan. Akta otentik 
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak 
dan ahli warisnya, serta harus benar-benar diakui kejadiannya. 
Sedangkan, akta dibawah memiliki kekuatan pembuktian berlaku bagi 
kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.  Menyikapi masalah 
tersebut, pihak pemilik Brownies Cinta dapat mengubah bentuk surat 
perjanjian kerjasama yang awalnya akta di bawah tangan menjadi akta 
otentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang misalnya 
Notaris, agar keabsahan akta perjanjian kerjasama dapat terjamin dan 






b. Dalam isi surat perjanjian kerjasama kemitraan dalam hal perpanjangan 
kontrak tidak jelas. Dalam Pasal 5 mengenai masa berlaku tidak 
mengandung klausula ketetapan mengenai persyaratan dalam 
perpanjangan kontrak, melainkan hanya mengandung masa kontrak 
habis selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang lagi. Menyikapi 
permasalahan tersebut, perlu ada ketetapan persyaratan perpanjangan 
agar pihak investor dapat memenuhi persyaratan secara penuh, dan 
menghindari adanya kesalahpahaman antara kedua belah pihak dalam 
perpanjangan. Penjelasan mengenai perpanjangan kontrak, apakah harus 
melakukan perjanjian baru tidak dijelaskan dalam surat perjanjian 
kerjasama kemitraan Brownies Cinta cabang Sragen. Penambahan 
klausula tersebut dapat ditambahkan di dalam addendum kontrak. 
c. Tidak adanya penambahan addendum kontrak yang belum memuat 
dalam perjanjian pokok. Pengertian addendum adalah istilah dalam 
kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula namun 
secara hukum melekat pada perjanjian pokok dan di lampirkan di 
belakang perjanjian pokok. Padahal dalam surat perjanjian kerjasama 
kemitraan Brownies Cinta perlu penambahan klausula mengenai 
persyaratan perpanjangan, bentuk pengembangan, dan lain-lain. 
Menyikapi permasalahan ini para pihak yang melakukan perjanjian 
kerjasama kemitraan menambahkan klausula-klausula tersebut di dalam 
addendum kontrak, dan perlu dilampirkan di akhir perjanjian pokok, 
















Berdasarkan kesimpulan di atas dan uraian yang telah dijelaskan 
sebelumnya pada bab hasil penelitian dan penjelasan, maka ada beberapa saran 
sederhana yang di sampaikan oleh peneliti, yaitu : 
1. Sebaiknya peraturan mengenai kemitraan dituangkan dalam suatu undang-
undang tersendiri. Karena peraturan pemerintah sering berganti-ganti 
peraturan. 
2. Sebaiknya dalam membuat surat  perjanjian kerjasama kemitraan 
melibatkan Notaris, agar isi dari perjanjian tersebut benar-benar sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
3. Sebaiknya surat perjanjian kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk 
akta otentik agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat 
para pihak. 
4. Sebaiknya ketika akan melakukan kerjasama kemitraan harus benar-benar 
memilih bisnis usaha yang sudah berjalan dan diakui memiliki kualitas 
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